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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.103/Menhut-II/2014

TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 huruf a, huruf b, dan huruf
c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008,
kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu (IUPHHBK) wajib membuat Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
(RKUPHHBK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja
paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, dan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHBK
untuk diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota
guna mendapatkan persetujuan;
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b. bahwa pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-
II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2013 tentang
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan
Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu;

c. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b belum mengatur Hasil Hutan
Bukan Kayu lain selain sagu, baik Hasil Hutan Bukan
Kayu dalam Hutan Alam atau Hasil Hutan Bukan Kayu
dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;

d. bahwa guna menghindari stagnasi dalam pemberian
pelayanan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-
HA) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan
Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan
Produksi, maka Peraturan Menteri Kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu
disempurnakan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan
Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4412);



2014, No.20273

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet
Kerja Tahun 2014-2019;

11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-
II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil
Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-
II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-
II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau
dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan
Produksi;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-
II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif terhadap Pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-
II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-
II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan
Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 49);

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-
II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis
Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
779);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM
HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN
PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah
hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk
turunannya dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

2. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk
memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa produk bukan
kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam
pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalah
izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa
produk bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi yang
tidak dibebani izin melalui kegiatan pemanenan, pengayaan,
pemeliharaan, dan pemasaran.

4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan
Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-
HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil
hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi
yang tidak dibebani izin melalui kegiatan penyiapan lahan,
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

5. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam
Hutan Alam atau dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang
selanjutnya disingkat RKUPHHBK-HA/HT adalah rencana kerja jangka
panjang untuk seluruh areal kerja IUPHHBK-HA/HT.

6. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang
selanjutnya disingkat RKTUPHHBK-HA/HT adalah rencana kerja
dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari
RKUPHHBK.

7. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam
Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang
selanjutnya disingkat BKUPHHBK-HA/HT adalah rencana kerja yang


